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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 83 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL 

PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI MUTU BARANG 

MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme, dan 

peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi 

kebutuhan jabatan fungsional, perlu mengangkat 

pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat melalui 

Penyesuaian/Inpassing; 

   b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-

DAG/PER/7/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional 

Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium 

Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji 

Mutu Barang, perlu disesuaikan dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui 

Penyesuaian/Inpassing; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengangkatan 
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Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera, 

Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang 

melalui Penyesuaian/Inpassing; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

www.peraturan.go.id



2019, No. 1246 
-3- 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

  8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 240); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1796); 

  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka 

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1798);  

  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka 

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1800); 

  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

  15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-

DAG/PER/7/2016 tentang Uji Kompetensi Jabatan 
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Fungsional Penguji Mutu Barang (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1171); 

  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);  

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN 

PENGUJI MUTU BARANG MELALUI 

PENYESUAIAN/INPASSING. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna 

memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka 

waktu tertentu. 

3. Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, 

wewenang untuk melakukan peneraan. 

4. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian adalah 

jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 

jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan 

Metrologi Legal. 

5. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan 

yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, 
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dan wewenang untuk melakukan pengujian mutu 

barang. 

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan 

pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan pada Instansi Pengguna Jabatan Fungsional 

Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu 

Barang. 

7. Kementerian Perdagangan adalah instansi pembina 

Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, 

dan Penguji Mutu Barang. 

8. Menteri Perdagangan adalah pimpinan instansi Pembina 

Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, 

dan Penguji Mutu Barang yang memiliki kewenangan 

untuk menetapkan kebijakan dan merekomendasikan 

dalam hal pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional 

Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu 

Barang melalui Penyesuaian/Inpassing. 

9. Unit Pembina Jabatan Fungsional adalah unit yang 

melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional 

Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu 

Barang. 

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan 

Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 

11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus 

dicapai oleh Pejabat Fungsional Penera, Pengawas 

Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang dalam rangka 

pembinaan karier. 

12. Kegiatan Pengujian Mutu Barang meliputi penjaminan 

mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan 

pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang. 

13. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi 

yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS 

pada Jabatan Fungsional Penera, Pengawas 
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